


lgy the emergeme of Re/zgzam ]udzmture Cor@eteng in arm/e 49 UU Na 7 af -
1989, and the:completing of the joint project between tbe Supreme Court of RI and
the Mzm:tgy of Religions Affairs of Indonesia on Islamic Law Comipilation
< containing the material of -marital law,- mbentame /aw, and /aw of religions
fomzdatzaﬂ in1991.
; Since the Presidential Instruition of RI No of 1991 and the decision of
" the Ministry of Religions affairs of RI No. 154 of 1991 were issued, Islamic law
" Compilation in Indonesia had obtained pawer and jundzm/ form to be practiced by

i re/zgzom court, other administration institutions as well as by community that needs it

in solving the problems regulated in this compilation.’ : ~
Inberitance law as regulated in Islamic Law Compilation is ba:zm/_/y an
‘inheritance law taken from the opinion of jum/mr fugaha. However, there are some
' exnptzam, such as in the cases of wasiat chzbab nagisah (radd), and de ﬁmtzon of

oprirg aled).

Kata Kunc1 buknum' waris, Kompz/a:z Hu/eum I:/am, Kompetemz Peradz/an
Agama :

: Pendahuluan s .
. Proses petjalanan: kehldupan manu51a membawa pengaruh dan
~ akibat hukum kepada hngkungannya terutama dengan orang yang dekat
-,dengannya dalam arti ‘nasab maupun dalam arti lmgkungan Semp
‘manusia, sejak proses. bay1, ‘anak-anak;. tamy12 usia baligh’ dan usia
selanjutnya, bertindak  sebagai penanggung hak dan kewajiban, baik
selaku pribadi, anggota keluarga, warga negara dan pemeluk agama yang
harus_ tunduk, taat dan patuh kepada ketentuan syari’at dalam seluruh
totalitas kehldupannya Demikian juga kematian seseorang yang akan
membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat
dan lingkungan sekitarnya. Selain. itu, kematian tersebut menimbutkan
‘_kewallban orang lain bagi dirinya (si maylt) yang berhubungan dengan
‘pengurusan. jenazahnya _(fardhu. kifayah). Dengan kematian itu timbul
pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu- adanya. hubungan hukum
yang: menyangkut hak para. keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh
harta peninggalannya. Bahkan masyarakat dan negara (Baitul Mal) pun,
-dalam keadan tertentu, mempunyai hak atas pemnggalan tersebut.!
Adanya kematian seseorang mengakibatkan nmbulnya cabang
Jlmu- hukum: yang-menyangkut bagaimana cara pemmdahan hak atau
penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli wans) -nya, yang
- dikenal dengan nama Hukum Waris. Dalam syari’at Islam ilmu tersebut
- dikenal ‘dengan nama Ilmu. Mawarits, Figh,Mawaris atau Faraxdh Jadi,
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dengan meninggalnya seseorang tetjadilah"proses pewarisan, yaltu suatu .
proses permndahan dan pengoperan harta kekayaan seseorang yang telah

meninggal dunia.? Dari seluruh hukum, hukum perka\mnan dan’ hukum

pe\vansanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem keke]uargaan

yang berlaku dalam masyarakat.’ Demikian pentmgnya ‘hukum kewansani SR

- karena sangat erat kaltannya dengan ruang hngkup kehidupan manusia,

' bahwa setiap manusia akan mengalami peristiwa yang merupakan":-; R
- peristiwa hukum yang lazim yang disebut meninggal dunia.* Sejak T
kematian seseorang itulah seluruh harta benda mlhknya berahh kepada, L

- ahli warisnya. e G
S Hukuin perdata yang berlaku di Indonesia, termasuk masalah TR

pewarisan, sampai sekarang masih beraneka ragam, ‘masih’ belum

- _mempunyal kesatuan hukum yang dapat diterapkan untuk seluruh warga:

negara Indonesia. Hukum Waris BW betlaku bag1 orang-orang Tionghoa '

~dan Eropa hukum waris adat berlaku bagi orang-orang Indonesia asli,’ .
sedangkan hukum waris Islam berlaku bagi orang-orang Indonesm ash :

'yang beragama Islam dan orang-orang Arab.

: " - Penerapan hukum waris bagi orang Indonesia dalam kaltannya Sl
- dengan penerapan hukum adat dan hukum Islam, ada. pendapat yang .~ -
- menyatakan bahwa hukum Islam tidak dapat diterapkan kepada orang -

- Islam Indonesia. Salah satu penyebab timbulnya pendapat ini'adalah, '
~antara lain, tentang sistem ahli waris pengganti (p/aatwemu//mg) Sebab,
. menurut ketentuan-ketentuan bajb malyub (bajb /Jmmm) dan ketentuan

d{awz al-arbam’ yang terdapat dalam hukum waris Islam; slstern‘f".r :
penggantian seperti yang terdapat dalam BW dan hukum-adat'tdak - =

.. dikenal. Artinya, kedudukan orang tua yang telah memnggal dunia lebih -
_ .dahulu’ tidak dapat diganti oleh (bagiannya tidak diberikan kepada)’

i ““anaknya. Jadi, menurut mereka yang berpendapat demikian, karena® . e

-~ hukum Islam ddak mengenal sistem penggantlan/ahh warls pengganti, < -

maka ia dianggap tidak adil, ddak sesual dan tdak dapat- dxterapkan d1’ - -

Indone31a

N Pandangan demikian, justeru rnenun)ukl\an kesempurnaan‘ B "
" hukum waris Islam. Sebab, pada hakekatnya nasib para ahli' waris—baik ":

. ahli warls dyawi al-arham maupun ahli waris ma/g/ub—yang telah dmnggal

mati oleh orang tuanya (penenma warisan seandamya ia masih hldup) S

" pun diatur dalam hukum waris Islam, yaitu mengenai ketentian wasiat .
~ “wajibah. Penyebarluasan dan pelembagaan hukum Islam berlangsung - .
 “hampir - bersamaan  dengan masuk dan berkembangnya Islam "di = .
 Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia yang beraneka ragam (rna)emuk) 4\

"';pelernbagaan hukum kewarisan Islam mengalarm penyelarasan dengan»

¢ sistem pewarisan lokal
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lingkungan ‘hukum adat yang susunan kekeluargaannya . bersifat IR
- kebapakan (patrilineal) berbeda dengan’daerah lingkungan hukum’ adat - SR
. yang susunan kekeluargaannya bersifat keibuan (matrilineal) dan berbeda -~ /-
- pula " dengan - daerah lingkungan hukum adat yang.- susunan_f‘_f

'; kekeluargaannya  bersifat keibu-bapakan (parental). ngkungan hukum

" adat yang terdapat di Indonesia menurut Mr. C. Van Vollenhoven, salah o

~'seorang ahli hukum adat Indonesia, yang' dikutip - oleh Bushar,w

. Muhammad adalah: (1). Aceh (2). Tanah Gayoh, Alas, dan- Batak serta

Hin»Nlas '(3).. Tanah Minangkabau dan Mentawai, (4). Sumatera Selatan
(Bengkulu, Lampung, Palembang, dan Jambi), (5). ‘Tanah Melayu (Riau, i

Indragiri, dan Sumatera Timur), (6). Bangka Belitung, (7). Kalimantan, * 00
. (8)."Minahasa, (9). Gorontalo, (10). Tanah Toraja, (11). Sulawesi Selatan,: . .
co(12) Kepulauan Ternate, (13). Maluku Ambon, (14). Iran, (15). "~ <
,,i._Kepulauan Timor, (16). Bali dan Lombok;. (17) ]awa Tengah ]awa‘g"“ R

. Tlmur :(18). Solo dan Jogjakarta, dan (19)]awa Barat.*

5 Hazairin, salah seorang ahli hukum adat yang besar perhanannyaﬁ AR
“tcrhadap agama Islam, berpendapat bahwa di Indonesia terdapat nga e

o ;macam sistem kewarisan yaitu, perfama, Kewarisan Individual yang cmnya S
- adalah” bahwa ‘harta pemnggalan dapat. dibagi-bagikan pemiliknya ‘i~ .

" . antara'ahli waris] seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa dan dalam - o

;‘,'masyarakat patrilineal di tanah Batak. Kedua, Sistem Kewarisan® Kolektif -
- -ying® cirinya adalah bahwa harta peninggalan itu diwarisi olehv ST
: "sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum di mana -
- harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan: .\ .
‘penuhknya di antara “ahli wars, dan hanya' boleh ‘dibagi-bagikan:
- 'pemakaiannya’ kepada meraka itu, seperti dalam masyarakat miatrilineal i’
e Mmangkabau Ketzga Sistem Kewarisan Mayorat di mana anak tertua © .o
‘pada saat matmya si pewaris berhak tunggal untuk mewarisi seluruh harta

pemnggalan atau berhak tunggal untuk mewarisi sejumlah harta pokok ,

i *“dari satu keluarga, seperti dalam masyarakat patn/mea/ yang. berahh-ahh Ch\\ "
“Bah (hak mayorat anak perempuan yang tertua).’ CURD
' - Adanya pluralisme hukum waris (BW, -Adat dan’ Islam) yang(‘" AR

VK."f'i'rberlaku bagi " warga negara Indonesia menyebabkan pengadilan. yang -

"‘flmenangam masalah pewarisanpun terdapat perbedaan. Pewarisan bagi ' "+

: ~'orang-orang Eropa dan Tionghoa yang menggunakan BW serta orang- : .

.. orang Indonesia asli yang menggunakan hukum adat, dltangam oleh"v
’ ‘v_‘»,‘Pengadllan Negeri, sedangkan pewarisan orang-orang Indone51a yang i

. *beragama Islam ditangani oleh Pengadilan Agama (PA).

- Pada tahun 1882 lahir Stbl. 1882 Nomor 152 yang beris1 tentang ..

5 ’Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Sebelum Stbl. itu’ '

: “keluar; -telah ada pula Stbl: Nomor 58 Tahun 1835, Berdasarkan Stbi.

21835 tersebut bahwa sengketa atau perselisihan mengenai - soal o
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1.tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewansan danb Rrepty

: Buku III tentang Hukum Perwakafan.

S +-Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indones1a (KHI) yang R
‘ merupakan proyek pembangunan Hukum Islam di Indonesxa, dJmulm‘-‘f._ R
" sejak tahun 1985. Rancangan kompilasi tersebut disusun oleh tim yang ..
- terdiri dari unsur-unsur Departemen Agama dan Mahkamah ‘Agung. .
Dalam menghimpun bahan kompilasi tersebut ditempuh melalm empat o

]alur dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data melalui penelaahan atau pengka)xan kltab- S }f‘:
. kitab yang ada kaitannya dengan materi kompllas1 Penelaahan
kitab-kitab ini dilakukan oleh 7' Institut Agama Islam Negeri '

(IAIN), yaitu JAIN Syarif Hldayatullah Jakarta. JAIN Sunan :;

- Kalijaga Yogyakarta, IAIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN; Ar-" ,_ v
~ +. - Raniry Banda Aceh, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN Alaudm R

Ujung Pandang, dan IAIN Imam Bonjol Padang.

2. Pengumpulan data melalui wawancara dengan para. ularrIa yang'_‘, i £

.- - pelaksanaannya dilakukan oleh 10 Pengadllan Tinggi Agama. .
R At Pengumpulan data melalui studi perbandmgan dengan hukum "

* yang berlaku di beberapa Negara Islam, yaitu Maroko, Turki,

. dan Mesir. Setelah terhimpun melalui tiga - jalur tersebut“’ -

kemudian diolah oleh Tim yang kemudian- menghasllkan R

" konsep Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

.. 4. Konsep Kompilasi Hukum Islam hasil Tim tersebut kemudlan\ IR e

dibahas oleh para ulama dan cendekiawan muslim -dalam “" ..
lokakarya yang diadakan pada tanggal 2-5: Februari "1988. divo
- Jakarta. Hasil Lokakarya tersebut kemudian dlsampaxkan oleh . e
Menteri Agama kepada Presiden untuk memperoleh bentuk -
yuridis dalam pelaksanaannya. Kemudian pada tanggal 10 Juni =~ =
1991 keluarlah Instruksi Presiden Nomor 1, Tahun 1991: yang

- . memuat instruksi kepada Menteri Agama untuk menyebarkan -

Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah diterima baik oleh. - <’
- . paraalim ulama Indonesia pada Loka Karya tahun 1988. Untuk” &
- melaksanakan Instruksi Presiden - Nomor 1 tahun .1991,° -
- kemudian® pada tanggal 22 Juni 1991 Menten Agama Mo

. mengeluarkan Keputusan Nomor' 145 - Tahun 1991 yang"“

o - menyerukan kepada seluruh instansi- Departemen Agama dan
- instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan

Kompilasi. Hukum Islam tersebut, dan sedapat mungkin
. menerapkannya di samping peratuan perundang—undanganw‘,
- lainnya. :
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[T b1dang-b1dang hukum perkawman hukum Kewansan dan..-
+ - ~hukum Perwakafan.: Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan..
Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/ 1/735 hukum
“materiil yang dijadikan pedoman dalam- b1dang-b1dang hukum
“tersebut di atas adalah' bersumber pada 13 buah k1tab yang
- kesemuanya madzhab Syafi’i: . . .°
"+ 4, Dengan berlakunya Undang—undang Nomor 1. Tahun 1974
- - tentang Perkawinan dan’ Peraturan. Pemerintah Nomor 28
Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Maka. kebutuhan
masyarakat semakin berkembang sehmgga kitab- k1tab tersebut
- dirasakan: perlu- pula untuk diperluas, baik dengan menam-
bahkan kitb-kitab madzhab yang lain, memperluas penambahan
" terhadap ketentuan di dalamnya, fatwa para. ulama, ‘maupun -
" .perbandingan dengan hukum yang berlaku di negara yang lain.
5. Hukum materil tersebut perlu dlhlmpun dan diletakkan dalam
© - suatu dokumentasi yustisia atau buku kompilasi . hukum Islam,
sehingga dapat dijadikan pedoman bagi para. hakim  di’ ling- -
“kungan badan peradilan-agama. sebagai hukum terapan’ dalam
'menyelesmkan perkara-perkara yang dxa)ukan kepadanya

Sebelum Kompllas1 Hukum Islam d1 Indonesm (KHI) lahlr

hukum Islam yang berlaku adalah hukum yang: tidak tertulls dan tersebar -

di berbagai kitab: figh, yang sering berbeda tentang: hal yang sama antara,
- satu dengan lamnya Hukum Islam yang dxterapkan di Pengadilan Agama :
cenderung sxmpang smr disebabkan’ oleh perbedaan pendapat -ulama
~dalam hampir setiap persoalan. Di samping .itu, kadang kadang masih
adanya kerancuan dalam . memahami. Figh, yang dxpandang sebagm
hukum yang harus diberlakukan, bukan sebagm pendapat (doktrin, fatwa)
ulama yang dijadikan bahan perﬂmbangan dalam penerapan hukum.
- Pada-saat- itulah dirasakan perlu.adanya. keseragaman pemahaman dan
ke]elasan hukum Islam yang harus dijadikan pegangan oleh para hakim di
lingkungan Peradilan Agama. Kemgman untuk menyeragamkan hukum
TIslam itu menimbulkan gagasan sampax terwu;udnya Kompllasx Hukum
Islam di Indonesia (IKHI). =
Di sisi lain- penyusunan KI-II sebagm norma hukum yang akan
diterapkan di Indonesia, ada kaitannya dengan pemenuhan komulasi
dimensi horizontal dan transendental. Sebab pada akhirnya hukum itu
hanya mungkin berlaku efektif dalam masyarakat (aplikasi dimensi
horizontal), apabila  hukum itu ‘mencerminkan nilai-nilai. yang diyakini
kebenarannya oleh masyarakat tempat hukum itu dxberlakukan Karena-
nya, apabila ada produk hukum yang tidak se]alan atau bertentangan
dengan mlal nilai yang "diyakini- kebenarannya oleh’ bangsa Indonesia,
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'KHI pun yang salah satu surnber pernbentukannya rnengacu kepada ﬁqh
: 'dlmungkmkan adanya berbagal perubahan ba1k isi maupun- produk
- hukum ‘yang memayunginya. ‘
- " Keberhasilan - bangsa Indonesm melahirkan KHI merupakan?;
salah satu prestasi besar dalam - upaya mewujudkan kesatuan hukum
Islam dalam  bentuk tertulis, Kebutuhan adanya -KHI sudah lama.
.dirasakan dan upaya ke arah itu pada  dasarnya sudah ' nampak

o ~ berbarengan " dengan sejarah pertumbuhan badan - peradilan- agama. di

- indonesia. Upaya untuk memenuhi kebutuhan akan adanya KHI sebagai
- acuan hukum 'materil bagi Peradilan Agama merupakan rangkaian

' pencapaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia, yang menyatu dan tidak

'bisa -dipisahkan dalam sejarah pertumbuhan Peradllan Agama, sejak

B lembaga peradilan ini didirikan.

-~ Keberhasilan umat Islam mdonesm merumuskan maten hukum
islam secara tértulis dalam Kompilasi Hukum' Islam, merupakan wujud
konkret dalam rangka memberlakukan hukum' Islam bagi umat -Islam
indonesia, -yang telah dicita-citakan. Sebab, tema utama penyusunan KHI
ialah mempositifkan hukum Islam di Indonesia yang dapat - dijadikan
pedoman oleh para hakim dalam. melaksanakan tugasnya. - Dengan

e lahirnya KHI; semua hakim di hngkungan Peradllan Agama diarahkan ke

dalam persepsi- penegakkan hukum yang sama, dan ddak dibenarkan
menjatuhkan putusan-putusan yang berdlspantas sehingga men]amm
‘ adanya kesatuan dan kepasnan hukum:- :

' Kewansan Menumt KHI . s : :

" Hukum kewarisan: sebagmmana dlatur dalam KHI pada
"dasarnya, merupakan hukum kewarsan yang 'diangkat dari_ pendapat -
Jumhar fugaha (termasuk Syafiiyyah di dalamnya). Namun dalam beberapa

hal terdapat pengecualian. Beberapa ketentuan hukum kewarisan yang

merupakan pengecuahan tersebut, antara lain, adalah yang berkaitan

‘dengan ' masalah ‘wasiat Wa)lbah .yakni mengenai anak atau orang tua

ngkat dan ahli waris pengganu yang berkaitan dengan masalah naqishah

. /(Radd), yaitu mengenal pengembalian sisa harta penmggalan para ahli
'waris; dan tentang pengertian anak (wa/aa) SR

Ketentuan wasiat wajibah kepada ahh waris yang orang tuanya

telah- menmggal terlebih” dahulu” dari' pewaris,; pada hakikatnya, diatur

“dalam" Kompilasi- Hukum Islam di- Indonesla sebagaimana - termaktub
dalam pasaldlbawah ini. [ AR PR :
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" Pasal 185:

] 1 Ahli waris yang meninggal 1eb1h dahulu dan pada si pewaris
¥ 'maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuah?; S I

mereka yang tersebut dalam pasal 173,

2. bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh meleb1h1 dan; SN

bagian ahli waris yang sederajat dengan yang dxgann

‘ ~ Pasal 185 di atas menunjukkan:bahwa ahli waris yang orang
~ tuanya telah memnggal tetlebih dahulu dari pewaris, ia' menggantikan' . - '

kedudukan orang ‘tuanya (penerima warisan, seandainya ia masih hidup), -

" dalam menerima hatrta pemnggalan pewaris. Dalam keadaan' demikian, = .

- kedudukannya menjadi ahli waris penggant, sebagaxmana dalam BW o
- dikena] dengan istilah Plaatsversulling. Pemberian bagian kepada ahli waris e
vpenggantl (terutama bag1 para cucu),” walaupun - tidak - sepertl“ RRIE
no P/aatwemu//mg dalam BW ini, sejalan dengan Dokttin Mawali Hazirin dan" - -

" cara siicoession perstrepsi dan prinsip representasi yang ‘dapat dipakai oleh -
golongan Sy’'ah. Namun demikian, dalam pasal 185 ayat (2) tersebut. .
- bagian ahli waris dibatasi, idak boleh dﬂeblhl baglan qhh warls yang B

sedera]at dengan ahli waris yang diganti,

- Prinsip penggantian tempat (ahli waris pengganu) tersebut tidak . .0

‘ dikenal dan tidak dipergunakan oleh ]umhur ulama, termasuk ernpat'
Imam Madzhab., Namun demikian, khusus terhadap nasib para cucu

 yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu, oleh beberapa ulama L
. tetap diperhatikan melalui ketentuan wasiat wajibah, sebagaimana telah

" 1946, _—
"7 Pasal 185 KHI ini tidak menjelaskan bagalmana hubungan,'

dituangkan dalam Kitab Undang-undang Wasiat Mesu Nomor 71 Tahun~ L

. pewatis dengan ahli waris yang dlgantlkan Ketentuan ini menjadikan = .

. .pasal tersebut bersifat fleksibel, arnnya setiap ahli waris yang meninggal.
“tetlebih * dahulu sebelum pewars, kedudukan ahli - waris tersebut

digantikan oleh anaknya. Ketentuan ini tentu dengan memperhaukan B
norma-norma yang berlaku dalam hukum kewarisan, seperti terdapatnyal"';
'hubungan yang menyebabkan seseorang bisa men]adJ -ahli wans dan

g pewans

waris pengganti tidak dijelaskan oleh KHI. Apakah bagian’yang akan

Begitu pula dalam hal bagian yang akan deenkan kepada ahli*

diberikan kepada mereka akan mengurangi seluruh bagian ahli-waris,
sehingga seakan-akan terjadi - @w/ seperti cara. penghltungan yang,.

dilakukan oleh Hasanain Muhammad Makhluf,'” atau hanya mengurangi - .
' baglan dari kelompok tertentu (kelompok yang sederajat dengan ahli
- waris yang digantikan), dengan menganggap seolah-olah:ahli waris yang

" digantikan masih hidup, sepern konsep Mawali Hazairin," atau mem--
berikan ahli waris pengganti tersebut bagian yang seharusnya diterima - - -
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B olch ahh waris yang dlganukannya (maksnnal sepemga bag1an) kemudlan
memberikan - 51sanya kepada ahli - waris “lainnya: sesuai -kadar bagian

B masing-masing, seperti - cara penyelesaian ‘Hasbi Ash- Shlddlqy,“ atau

. memberikan sepertiga bagian pada ahli waris penggantl dan kemudian -
slsanya diberikan kepada ahli waris lamnya scsua1 kadar bagian masing-
“ masing, seperti konsep Syahatah al-Husaini® -~
++ Ketidakjelasan pasal - tersebut . di ;atas, tentunya menyebabkan
-+ masih rancunya pemahaman para hakim tethadap. ketentuan ahli waris’
- pengganti yang berakibat ter]admya dlspantas (perbedaan) produk
- hukurn yang keluar dari Pengadilan Agama. - :
T - Walaupun anak atau orang tua angkat, menurut. hukurn kewansan
_ Tslam bukan ahli waris, para. pernbuat KHI tarnpaknya memandang perlu ‘
- memberi - bagian kepada mereka melalui  wasiat. wajibah. Hal ini
~dimaksudkan untuk- memberi - kepast1an hukum kepada . mereka dalam
mendapatkan sebagian harta pemnggalan anak atau orang tua angkatnya
“manakala mereka tidak_ mendapat/menenma wasiat, dan orang tua atau .
anak angkatnya. , ' A £E ,
Co Dalam. Kompﬂasx I—Iukum Islam d1 Indonesm penhal anak atau
- orang tua angkat ini dapat dlhhat dari pasal pasal di bawah i ini.
- Pasal 171 (h): - : .
Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemehharaan untuk
- hidupnya- sehari-hari , biaya pendldlkan dan sebagainya beralih
- tanggung  jawabnya . dan ‘orang. tua ~asal- kepada . orang tua
" .angkatnya berdasarkan putusan Pengadllan
Pasal 209:
(1) Harta Pemnggalan anak angkat d1bag1 berdasarkan pasal pasal
176 sampai dengan 193 tersebut. diatas, ‘'sedangkanterhadap
rang .tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat
- wajibah. sebanyak banyaknya 1 / 3. dan harta warisan anak
. angkatnya..
(2) Terhadap ‘anak angkat yang udak menenma _waslat dlberl
‘wasiat wajibah. sebanyak-banyaknya 1/ 3 dan harta warisan
orang tua angkatnya.”
Dari uraian di atas, dapatlah dlpaharm bahwa Kompﬂa51 Hukum
Islam di‘Indonesia-telah memberlakukan/ mernbenkan ketentuan wasiat
“wajibah  kepada ‘ahli waris. yang. orang tuanya telah. lebih dahulu
‘memnggal dunia dari pada pewaris, yakni dalam. kedudukannya sebaga1
-ahli waris penggantl, dan kepada anak atau orang tua angkat yang tidak
mendapatkan atau tidak diberi wasiat oleh orang tua atau anak angkatnya
. Namun demikian, pemberian’ wasiat. wajibah kepada anak. atai orang tua

{.‘.angkat )usteru ‘lebih mendapat penekanan/ perhatmn dari para pernbuat
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" Dalam masalah naqishah (Radd), KHI brﬁenéikuti pendapat -

- Utsman ibn Affan yang menyatakan bahwa apabila dalam Pembaglanv,_;:
“harta warisan ‘terjadi kelebihan harta, - maka . kelebihan, ctersebut
* dikembalikan kepada seluruh ahli wars, tanpa terkecuali, - I-Ial"ini e

sebagalmana termaktub dalam pasal 193: .

© " “Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahh Wans;}_ BROE
" dzawil furudh menunjukkan bahwa angka pembﬂang lebih kecil: -
- dari pada penyebut, sedangkan tidak ada waris- ashabah maka_; e
. ‘pembagian hatta warisan tersebut dilakukan secara radd, yaitu = oo
- sesuai -dengan hak masing-masing’ ahh warls, sedang 51samya~{~ g

d1bag1 benmbang di antara mereka”

~ Sikap tegas yang ditempuh KHI yang hanya membenkan satu o
L plhhan " agar dalam menyelesaikan pembaglan warisan - tidak -
- menimbulkan ‘keraguan bagi p1hak~p1hak yang mempedomamnya S
",sedangkan menurut jumbir fugaha, suami atau istri tidak berhak menenma' o

 radd. o
. Dalam menafsirkan kata-kata walaa’ pada ayat 176 surat. al lea

| Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, agaknya, mengambil pendapat =

. " Ibnu Abbas yang berpendapat, pengertiannya mencakup. baik anak laki-
laki maupun anak perempuan. Karenanya, selama masih ada anak, baik
. laki-laki- maupun perempuan, maka hak waris dari.orang-orang. yang '

mempunyai’ hubungan darah dengan pewatis, kecuali orang tua, suami .. .

ini:
: Pasal 182: o
Bila - seorang memnggal tanpa memnggalkan ayah dan anak o

atau iSteri; menjadi terhijab. Hal ini tersirat dari ketentuan p‘asalldi‘bawah : :

- . sedang ia mempunyal satu saudara perempuan kandung atau -
* seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara:
perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan . .l -

“sekandung atau seayah dua orang atau leblh maka .mereka -

bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudata R
perempuan tersebut bersama-sama dengan’ :saudara laki-laki <

sekandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua ‘
berbanding satu dengan saudara perempuan ‘

Jadi selama  masih ada anak, (walaupun perempuan) seluruh‘ :

* saudara pewaris, baik sekandung maupun sebapak, laki-laki maupun
perempuan, tidak dapat mendapat warisan. Ketentuan pasal 182 di atas, .
- secara tidak langsung, telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI I

" dalam menyelesaikan kasus pewarisan Amaq - N'1W1yah antara -Le.

* Putsshimsh (anak perempuan Amag Naviyah) dengan para ahli waris
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